
 

 

BUPATI  SIDOARJO 
 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 
NOMOR  43   TAHUN  2013 

 
TENTANG 

 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO  TAHUN ANGGARAN 2014 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 
BUPATI SIDOARJO, 

 
Menimbang  :  bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014; 

 
Mengingat    :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 
juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang 
Perubahan Batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 
Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730);  

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia                      
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3833); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                              
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12                    
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia                      
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                         
Nomor 5280); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4615) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia                   
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855); 

13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 65  Tahun 2006; 

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 70  Tahun 2012 ; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 3 
Seri E); 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 
tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah 
Propinsi/ Kabupaten/ Kota; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK.02/2013 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014; 

21. Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

22. Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penetapan Acuan HPS Kendaraan Pemerintah; 

23. Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam; 

24. Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan 
Pemerintah di Lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Satuan 
Kerja Perangkat Daerah/ Institusi Lainnya; 

25. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah; 

26. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah; 

27. Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang 
Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

28. Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang 
Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
SIDOARJO  TAHUN ANGGARAN 2014. 

 
 

Pasal 1 
 
Dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2014, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Sidoarjo harus berlandaskan pada Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014. 

 
 

Pasal 2 
 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati  ini. 
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Pasal 3 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

 
 

   
 
 

   Ditetapkan  di  Sidoarjo  
             pada tanggal  31  Oktober  2013 
 

            BUPATI  SIDOARJO, 
 

                     
  ttd 

 
              H. SAIFUL ILAH 

    
Diundangkan di Sidoarjo 
pada tanggal    31 Oktober 2013    
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO, 
 
 
                       ttd 
 

 
VINO RUDY MUNTIAWAN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR  43 
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